™ y KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA-013.02-0/2023

DS:0419-4047-1686-6320

A. DASAR HUKUM :
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA RI
2. UNIT ORGANISASI A 013.02 Inspektorat Jenderal
3. PAGU 1 Rp.69.026.935.000

(ENAM PULUH SEMBILAN MILIAR DUA PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :
1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.

2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.

3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Il DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
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Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001



y, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

! DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-013.02-0/2023
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:0419-4047-1686-6320

Halama 1 dari 6

A. IDENTITAS UNIT :
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
2.'UNIT ORGANISASI
3. PAGU

013
02
Rp.69.026.935.000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Inspektorat Jenderal

(ENAM PULUH SEMBILAN MILIAR DUA PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

1. PROGRAM
2. SASARAN STRATEGIS K/L

3. FUNGSI
SUB FUNGSI

4. NON PRIORITAS NASIONAL

013.02.WA
01
02
03
04
05
06
07
08
03
0303

Program Dukungan Manajemen

Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM

Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

PEMBINAAN HUKUM

(dalam ribuan rupiah)

69.026.935

69.026.935
69.026.935

69.026.935




) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-013.02-0/2023

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:0419-4047-1686-6320

Halaman: 2 dari 6

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

01.01 Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham

01.02 Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja
Inspektorat Wilayah |

01.03 Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di
Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah |

01.04 Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja
Inspektorat Wilayah |

01.05 Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di
Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah |

01.06 Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan
Kerja Inspektorat Wilayah |

01.07 Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL | yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM

01.08 Level Maturitas SPIP Kemenkumham

KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
013.02.WA Program Dukungan Manajemen 69.026.935
SP05| Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang Akuntabel
IKPO1|  Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham WTP Nilai
SP06| Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal yang Partisipatif dan Profesional dalam Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Efektif di Lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM
IKPO1| Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM Level 3 - Terdefinisi  Nilai/Level
SPO7 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas
Layanan Berbasis Tl
IKPO3| Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM 8 %
IKP04| Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM 82 Indeks
1563 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah | 4.429.775

3 (integrated) Level

78 %

70 %

90 %

85 %

82 %

8 %
4,439 Nilai




DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DS:0419-4047-1686-6320

TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-013.02-0/2023
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 3 dari 6
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
1564 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah || 4.429.775
01.01 Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham 3 (Integrated) Level
01.02 Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja 60 %
Inspektorat Wilayah I
01.03 Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di 85 %
Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah Il -
01.04 Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja 87 %
Inspektorat Wilayah Il
01.05 Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di 72 %
Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah Il
01.06 Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan 77 %
Kerja Inspektorat Wilayah Il 1
01.07 Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL Il yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM 5 %
01.08 Level Maturitas SPIP Kemenkumham 4,439 Nilai
1565 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah |1l 4.429.775
01.01 Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham 3 (Integrated) level
01.02 Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja 60 %
Inspektorat Wilayah Il
01.03 Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di 75 %
Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IlI
01.04 Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja 90 %
Inspektorat Wilayah I
01.05 Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di 74 %
Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IlI
01.06 Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan 82 %
Kerja Inspektorat Wilayah IlI
01.07 Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL Ill yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM 6 %
01.08 Level Maturitas SPIP Kemenkumham 4,439 Nilai




RS et i DATTARENAN FELAIC S ANGOARAN (DIPA) INDUK \‘H“}“m“MN'“N|l|“““““l“|l|'"Wllm [“““““”H““““""«‘m
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DS:0419-4047-1686-6320

TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-013.02-0/2023
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 4 dari 6
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
1566 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV 4.429.775

01.01 Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham 3 (Integrated) Level
01.02 Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja 58 %

Inspektorat Wilayah IV
01.03 Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di 10 %

Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV
01.04 Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja 90 %

Inspektorat Wilayah IV
01.05 Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di 77 %

Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV
01.06 Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan 82 %

Kerja Inspektorat Wilayah IV
01.07 Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM 8 %
01.08 Level Maturitas SPIP Kemenkumham 4,439 Nilai

1567 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V 4.429.775

01.01 Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham 3 (Integrated) Level
01.02 Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja 45 %

Inspektorat Wilayah V
01.03 Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di 33 %

Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V
01.04 Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja 95 %

Inspektorat Wilayah V
01.05 Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di 66 %

Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V
01.06 Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan 86 %




/ DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DS:0419-4047-1686-6320

TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-013.02-0/2023
1. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 5 dari 6
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA

Kerja Inspektorat Wilayah V %
01.07 Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM 20 %
01.08 Level Maturitas SPIP Kemenkumham 4,439 Nilai

1568 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI 6.100.526

01.01 Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham 3 (Integrated) Level
01.02 Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja 27 %

Inspektorat Wilayah VI
01.03 Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di 84 %

Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI
01.04 Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja 88 %

Inspektorat Wilayah VI
01.05 Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di 94 %

Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI
01.06 Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan 82 %

Kerja Inspektorat Wilayah VI
01.07 Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM 8 %
01.08 Level Maturitas SPIP Kemenkumham 4,439 Nilai

1569 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itien Kementerian Hukum dan HAM 40.777.534

01.01 Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM untuk Meningkatkan Integritas Kemenkumham 1 Rekomendasi
01.02 Indeks Persepsi Integritas 82 Indeks
02.01 Indeks RB ITJEN 34,93 Indeks
02.02 Nilai SAKIP ITJEN "Baik" 82,90 Nilai
03.01 Presentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi 88 %
03.02 Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham 4 Nilai/Indeks




N, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
/ DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-013.02-0/2023

; ' I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:0419-4047-1686-6320

Halaman: 6 dari 6

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
04.01 Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian 85 %
Internal

05.01 Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel 88 %

05.02 Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal 12 Bulan Layanan

06.01 Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel WTP Opini

06.02 Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal 90 %

06.03 Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-KL ITJEN yang Ditindaklanjuti 97 %

0 %
KETENTUAN L/ Névember 2022

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
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NP #98511281991031002



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
y KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2023
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:0419-4047-1686-6320

NOMOR : DIPA-013.02-0/2023
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

Halaman: 1 dari 1

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. UNIT ORGANISASI % 013.02 Inspektorat Jenderal
3. PAGU : Rp.69.026.935.000

(ENAM PULUH SEMBILAN MILIAR DUA PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER (dalam ribuan rupiah)
KP JENIS BELANJA
= PAGU/TARGET
NO KODE PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA DK PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL PENDAPATAN TERCATAT
TP
UB 51 52 53 57
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10
013.02.WA| Program Dukungan Manajemen 20.272.309 44.628.100 4.126.526 0 69.026.935 412,750
01| DKI JAKARTA 20.272.309 44.628.100 4.126.526 0 69.026.935 412.750
409241 | INSPEKTORAT JENDERAL KP 20.272.309 44.628.100 4.126.526 0 69.026.935 412.750
A00 | RM 20.272.309 44.628.100 4.126.526 0 69.026.935 412.750
TOTAL 20.272.309 44.628.100 4.126.526 0 69.026.935 412.750
RM 20.272.309 44.628.100 4.126.526 0 69.026.935 412.750
PENDAPATAN 0

KETENTUAN /< Jakarta, 30 November 2022
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. f £ \/’“‘\jnspektqr Jenderal
A o)

| )

¥ AN \p,‘tmtu, M.Si.
' NIP-196611281991031002
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DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
/- KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA . TAHUN ANGGARAN 2023
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:0419-4047-1686-6320

NOMOR : DIPA-013.02-0/2023

IIl. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Halaman: 1 dari 1
A. IDENTITAS UNIT :
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. UNIT ORGANISASI : 013.02 Inspektorat Jenderal
3. PAGU : Rp.69.026.935.000

(ENAM PULUH SEMBILAN MILIAR DUA PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

B. RENCANA PER PROGRAM (dalam ribuan rupiah)
NO| KODE URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS |SEPTEMBER| OKTOBER |NOPEMBER | DESEMBER
1 j013.02.W |Program Dukungan Manajemen
RENCANA PENARIKAN DANA 69.026.935 6.619.595 7.017.442 6.669.742 6.227.556 7.841.175 6.774.949 6.520.774 5.404.767 4.375.897 5.321.337] 3.565.593 2.688.109
TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 69.026.935 6.619.595 7.017.442 6.669.742 6.227.556 7.841.175 6.774.949 6.520.774 5.404.767 4.375.897 5.321.337] 3.565.593 2.688.109
TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 /’i"»-u N 0 0 0 0
77 \\RLIEA ;
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\ Inspektur Jenderal
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————IRAZILU, M.Si.
"NIP-196511281991031002
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